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PERUBAHAN STATUS $EKOLAH DASAR LUAR BIASA {SPLB) NEGERI
_ MENJADT SEI<OLAH LUAR BTASA (SLB) NEGERT

. DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA TTMUR

a bahwa SDLS Negeri Ende yang didirilcan hrdasarkanA.lG Notaris Nomor 422t2gOgttPPO/1985

tanggal 01 Juni 1985 terletak di Tetandara Jln. Adisucipto Kecamahn Ende Selitan perlu

diubah shtusnya dari Sekillah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah "Luar

Biasa {SLB) Neperi

b bahwa perubahan status tenebut di perlukan untuk rnernberikan kesempatan yang lebih luas
kepada anak-anak be*elainanlberkebutuhan thuqs dalam memperoleh pendidikan dan
dalam upaya menunhkan wajbr Diknas 9 tahun

c batr*a penrbatran tereebrrt menrpakan upaya etes,iensi datam pengeHaan Pendklkan l.uar
Biasa.

d hahwa Perubahan stahrs tersebut.remberi kdehnsaan Perpob,lan Pendidikan Luar.Bjasa

Mulaidarijeniang TIGB, SDLB, SMPLB, SMALB dan atau Kejuruan,

e. bahwa dengan brbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melarfu{<an ke

ieniang penOi*fan SMPLB pda SD|-B itu *ndiri
i bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di Sekotah Dasar I uar

Biasa- sefidah End dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tidak metanjuftan_ studi ke jenjang

SMPLB HUat &san lokasi $ddefr luar Biasa {SLB} jauh, tidak terlangkzu oleh siswa
g batma @ Sekohh Luar Biasa (SLB) yaqg manyelerqarakan satuan pendidikan mutaidari

TIGB, SDLB. SMPLB dan SMATS akan mernbed kesempatan tebih hras @i anak
berkebutlhan khusus/berkesulitan belajar untuk melanjud<an studi_

I thdangHndary ilomtr 20 Hrun z00s {EntrrE si.stem ftndidihan ilasional
2 Undang-undang lhrnr: i2 tahun tggg teilhng pemerintah Daerah.

3 Undang-undang llomor . 25 hhun 1997 tentang Perimbangan Keuanqan antara pusat dan
Daenah.

4. Peraluran Pernerintah l{snor 72 tahun 1991 tentang Pendindikan luar biasa
5 Peraturan Pemerintah llomor , 25 lahw 2000 tentangXewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonomi

6. Surat Keputusan Mendkbud Rl Nomor: M91lttl1992Tentang Perditikan Luar Biasa ,

Surat permohonan dari Kepa\a Dinas Pendidikan Kebudayaan KabupaGn Ende Nomur

420. Ul5U11l2005 targgal 17 Pebruari 2006 tenhng usahn perubahan atau alih fungsisekolah.
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